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ABSTRAK

Skripsi ini membahas “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan
Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan yang
Mendapat Program Asimilasi pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten
Ogan Komering Ulu”. Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan
Anak dalam kehidupan bermasyarakat, agar ketika kembali ke kehidupan
masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi
perbuatannya. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana
pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap
Klien Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi
COVID-19 dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan
pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19. Jenis
penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian
didapatkan bahwa pelaksanaan pembimbingan lebih difokuskan pada
pembimbingan dalam hal keagamaan yakni dengan cara mengingatkan Klien
melalui telepon untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut,
sedangkan dalam hal pengawasan bentuknya berupa wajib lapor secara online,
bekerja sama dengan perangkat desa, dan mendatangi rumah Klien jika
diperlukan, Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan
pengawasan ini terdapat faktor pendorong berupa hukum (Undang-undang dan
PERMENKUMHAM) dan faktor penghambat berupa terkendala sinyal, Klien
yang tidak memiliki alat komunikasi, jarak tempuh, dan kurangnya sumber daya
manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas [l Ogan Komering Ulu.

Kata Kunci : Asimilasi,COVID-19,Balai Pemasyarakatan
Indralaya, 2021
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di akhir tahun 2019 muncul suatu virus baru yang dinamakan dengan
COVID-19 (Coronavirus Diseas), virus ini tersebar ke seluruh Negara di dunia
dan salah satunya yang terdampak virus ini adalah Indonesia. Dengan adanya
kemunculan virus ini membuat masyarakat di dunia mengalami keterhambatan
dalam segala kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan dan lain
sebagainya, mengingat bahwa virus ini begitu membahayakan karena virus ini
mudah untuk ditularkan antara satu orang ke yang lainnya. Pada tanggal 11 Maret
2020 WHO (World Health Organitation) menetapkan COVID-19 sebagai
pandemi'. Melihat kondisi yang semakin parah schingga Presiden Republik
Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Diseas-19
dan KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam

Penyebaran Coronavirus Diseas-19.

Indonesia pertama kali mengumumkan kasus posistif pada tanggal 02

Maret 2020 dan pada kurun waktu satu bulan kasus terkonfirmasi positif

'Gloria Setyvani Putri, WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 Sebagai Pandemi
Global,diakses melalui( https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-
sebut-virus-corona-COVID- 1 9-sebagai-pandemi-global?page=all pada tanggal 09 Agustus, 2020)




berjumlah 1.528 orang dengan jumlah kematian berjumlah 136 orang”. Kondisi
tersebut membuat beberapa Kementrian mengeluarkan suatu kebijakan untuk
mencegah penyebaran COVID-19, salah satu Kementrian yang mengeluarkan
kebijakan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengeluarkan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM (KEPMENKUMHAM) Nomor M.HH-
19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana
dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan untuk syarat-syarat pemberian
asimilasi  diatur  dalam  Peraturan = Menteri Hukum dan HAM
(PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian
Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 .

Kebijakan pembebasan Narapidana melalui program asimilasi ini sebagai
upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di
lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
Mengingat bahwa penghuni LAPAS dan RUTAN di Indonesia pada bulan Juni
2020 berjumlah 229.431 orang sedangkan untuk kapasitasnya berjumlah 132.107
orang, artinya bahwa LAPAS dan RUTAN di Indonesia overcrowded 97.324
orang.’ Melihat kondisi yang kelebihan kapasitas itu sehingga sulit untuk

menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak antara narapidana yang satu

“Rizal Setyo Nugroho,Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di
BulanApril,diakses melalui(  https:/www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-
kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all pada tanggal 09
Agustus, 2020)

*Yasona Laoly, “Kebijakan Pembebasan Narapidana” dipresentasikan dalam Webinar:
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi,29 Juni 2020,hlm.11, Diakses melalui(https://mahupi
ki.org/2020/06/22/mahupiki-nasional-webinar-seri-2-kebijakan-pembebasan-narapidana/ pada
tanggal 29 Juni. 2020)




dan lainnya karena kondisi LAPAS dan RUTAN yang sesak akibat kelebihan
kapasitas, hal itu lah yang menjadi dampak buruk dari penerapan pidana hilang
kemerdekaan/penjara bagi setiap pelaku tindak pidana yang justru penerapan
terhadap pidana penjara bisa membawa dampak buruk bagi terpidana itu sendiri
karena beberapa hak yang dimilikinya sudah hilang misalnya saja ketika sudah
bebas maka hilang haknya untuk mendapat surat tidak pernah dipidana penjara®,
selain itu juga dampak buruk dari sisi lainnya adalah penjara menjadi kelebihan
kapasitas sebagaimana tersebut di atas. Karena LAPAS dan RUTAN yang
kelebihan kapasitas itu sehingga dikhawatirkan COVID-19 akan tersebar di
dalam LAPAS dan RUTAN mengingat bahwa pegawai-pegawai yang ada pada
LAPAS dan RUTAN itu keluar masuk LAPAS dan RUTAN sehingga
dikhawatirkan membawa virus masuk ke dalam LAPAS dan RUTAN, dan
menyebarkannya kepada narapidana dan tahanan, oleh karena itu diterbitkanlah
KEPMENKUMHAM tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19
di dalam LAPAS dan RUTAN yang salah satunya melalui program Asimilasi,
mengingat jumlah Pegawai yang ada di RUTAN Kelas II B Baturaja menurut data
pada Sistem Data Base Pemasyarakatan pada bulan Mei 2020 berjumlah 49

orang’.

Asimilasi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM

Nomor 10 Tahun 2020 adalah:

“Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan
membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat”.

* Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta,2014),hlm.200

>Sistem Database Pemasyarakatan, Diakses melalui(http://smslap.ditjenpas.go.id/public/s
dm/detail/monthly/upt/db714480-6bd1-1bd1-c7c2-313134333039 pada tanggal 22 September,
2020)




Asimilasi itu sebagai jalan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan di
Indonesia yang bukan hanya mempermudah reintegrasi narapidana dan anak ke
dalam masyarakat tetapi menjadi warga masyarakat yang bisa mendukung
keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat®. Dalam sistem peradilan pidana
diketahui bahwa antar lembaga penegak hukum itu saling berkaitan satu dan yang
lainnya atau juga bisa disebut bahwa sistem peradilan pidana itu terdiri dari sub
sistem yang saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, di dalam sub

sistem itu terdapatlah sistem pemasyarakatan.’

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang —Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan, disebutkan pengertian mengenai sistem pemasyarakatan,adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatn agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang
baik dan bertanggung jawab”

Dari uraian Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa sistem pemasyarakatan itu
memiliki tujuan untuk mewujudkan warga binaan pemasyarakatan agar sadar akan
kesalahannya, sehingga menjadi diri yang lebih baik dan tidak mengulangi
perbuatan buruknya agar dapat kembali dan diterima di lingkungan masyarakat.®
Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ada 4 (empat) tahap jika menurut H.R.

Soegondo, tahap tersebut antara lain:

6 Marlina, Hukum Penitensier,(Bandung:PT Refika Aditama,2011),him.124

" Eva Achjani Zulfa,Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan,Perkembangan Sistem Pemidanaan
dan Sistem Pemasyarakatan,(Depok:Rajawali Pers,2017),hlm.63

¥ Marlina,Op. Cit.,hlm.125



a. Maxima Security, adalah tahap di mana narapidana itu mendapatkan
pengawasan yang ketat.

b. Medium Security, adalah tahap yang pengawasannya itu lebih longgar dari
tahap sebelumnya. Tahap ini tahap dari 2 masa pidananya

c. Minimum Security, adalah tahap yang dimulai daril/2 masa pidananya
sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini bisa untuk
diasimilasikan keluar dari LAPAS atau RUTAN.

d. Integrasi, adalah apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya
dan paling sedikit sudah menjalani selama 9 (Sembilan) bulan. Apabila
sudah menjalani itu maka narapidana bisa diusulkan untuk diberikan

pembebasan bersyarat.”

Jika pendapat H. R. Soegondo itu dikaitkan dengan tulisan ini maka
pemberian asimilasi itu masuk dalam tahap ketiga yaitu minimum security,
asimilasi itu sendiri merupakan hak yang ada pada Narapidana dan Anak, hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,

menentukan bahwa:

(1) Narapidana berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Febri  Putri Rusmita, Skripsi, Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing
Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II A
Bengkulu,Bengkulu:Universitas Bengkulu,2014,hlm.1,diakses melalui(http://repository.unib.ac.id/
8892/2/1%2CI1%2CII1%2CII-14-feb.FH.pdf pada tanggal 08 Agustus, 2020)




e. Menyampaikan keluhan.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

h. Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu
lainnya.

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

j.  Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi
keluarga.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

1. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberian asimilasi terhadap narapidana, maka yang berperan
dalam pelaksanaannya itu adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengertian
BAPAS itu diatur dalam Pasal 1 Angka § PERMENKUMHAM. Nomor 10 Tahun

2020 menyatakan:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit
pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi
penelitian  kemasyarakatan, = pembimbingan,  pengawasan, dan

pendampingan.”

Bahwa BAPAS adalah salah satu lembaga pelaksana pidana yang mana BAPAS

ini tidak hanya berperan untuk peradilan pidana anak saja melainkan juga



berperan dalam penanganan terpidana dewasa'’. Di masa pandemi COVID-19 ini
pelaksanaan program asimilasi itu dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan
dan pengawasan oleh BAPAS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat(1)

PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020, yaitu:

“Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan
pengawasan Bapas”

Untuk dapat mendapatkan program asimilasi maka ada ketentuan yang harus
dipenuhi, ketentuan tersebut diatur di dalam Diktum kedua KEPMENKUMHAM

Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 yaitu:

a. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31
Desember 2020;
b. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31
Desember 2020;
c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012,
yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala
LPKA, dan Kepala Rutan.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana diatur dalam Pasal 2 ayat
(2) PERMENKUMHAN Nomor 10 Tahun 2020, syarat tersebut antara lain:

“a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman
disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. telah menjalani %2 (satu per dua) masa pidana.”

""Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki,Zakky Ikhsan Samad, Op.Cit.,hlm.90



Bagi narapidana yang memperoleh program asimilasi maka Balai
Pemasyarakatan akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap
klien pemasyarakatan. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Balai
Pemasyarakatan maka statusnya bukan lagi narapidana  melainkan Klien
Pemasyarakatan''. Mengenai bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh
pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS (Pasal 36 Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Masyarakat). Pembimbingan menurut Pasal 1 angka 2 PP.Nomor 31 Tahun 1999
adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqgwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan
jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan'’. Mengacu dengan Petunjuk
Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (JUKLAKMENKEH RI)
Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan,
dalam proses bimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu ada 3(tiga) tahap,

yaitu:

1. Bimbingan tahap awal
a. Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal
1) Penelitian kemasyarakatan
2) Menyusun rencana program bimbingan
3) Pelaksanaan program bimbingan
4) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan

rencana bimbingan tahap lanjutan.

""" Nashriana,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,(Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada,2012),hlm.106

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68)



2. Bimbingan tahap lanjutan
b. Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan
1) Pelaksanaan program bimbingan
2) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan
rencana bimbingan tahap akhir.
3. Bimbingan tahap akhir
c. Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir adalah:
1) Pelaksanaan program bimbingan
2) Meneliti dan menilai keseluruhan pelaksanaan program bimbingan
3) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan
dan memperimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan

tambahan.

Pengawasan dalam KBBI adalah penilikan dan penjagaan'’,dalam hal ini
artinya adalah penilikan dan penjagaan terhadap klien pemasyarakatan yang
mendapatkan program asimilasi di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi
COVID-19 ini hampir seluruh kegiatan dilakukan secara dalam jaringan
(DARING), mulai dari kuliah,kerja, termasuk juga dalam hal pembimbingan dan
pengawasan terhadap klien pemasyarakatan oleh BAPAS, sesuai dengan
KEPMENKUMHAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020, dalam

diktum keempat yaitu:

“Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.”

13Pengawasan,Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online,diakses melalui
(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan pada tanggal 12 Agustus, 2020)
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Tentunya kegiatan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan
(DARING) itu memiliki perbedaan antara pembimbingan dan pengawasan yang
dilakukan seperti biasa di masa tidak sedang terjadinya pandemi COVID-19.
Penulis sendiri mengangkat topik mengenai Pembimbingan dan Pengawasan
terhadap Kllien Pemasyarakatan (dewasa) yang mendapat program asimilasi pada
masa Pandemi COVID-19 yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering
Ulu (OKU). Untuk Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa
Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berjumlah
85 Narapidana, yang sebelumnya mereka menjalani hukuman di RUTAN Kelas
[IB Baturaja'®. Tentunya setelah mereka mendapatkan program asimilasi tersebut
mereka akan dibimbing dan diawasi oleh BAPAS Kelas II Ogan Komering Ulu
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 10
Tahun 2020"°. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap “PERAN
BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN
PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN
PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM ASIMILASI
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU”

“Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Beni Saputra, Kepala Sub Seksi
Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasayarakatan Kelas II OKU,Pada hari Jumat tanggal 18
Desember 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 298)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai
Pemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat
program asimilasi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan
Komering Ulu?

Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan
pengawasan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  terhadap  Klien
Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi

COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian

adalah jawaban yang ingin diperoleh dari penelitian yang didapat. Dari rumusan

masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

l.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembimbingan dan
pengawasan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  terhadap  Klien
Pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa pandemi
COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung
dan menghambat Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan

pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang
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mendapat program asimilasi pada masa pandemi COVID-19 di

Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu
hukum pidana pada khususnya mengenai Peran Balai
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan
pengawasan klien pemasyarakatan yang mendapat program
asimilasi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan
Komering Ulu (OKU), dalam rangka pencegahan penyebaran
COVID-19 di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas [IB Baturaja.

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum
mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan
Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan program
asimilasi pada masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian
ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik itu
mahasiswa,praktisi, maupun masyarakat umum sebagai pedoman
dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan klien
pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa

pandemi COVID-19.
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b. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan bagi Balai Pemasyarakatan = khususnya Balai
Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten OKU dalam melaksanakan

pembimbingan dan pengawasan pada masa pandemi COVID-19.
E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep hasil dari pemikiran-pemikiran
yang menjadi inti untuk suatu identifikasi terhadap aspek sosial yang dianggap

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. '
1. Teori Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat'’. Jika melihat pendapat dari Linton seorang antropolog, ia
menyatakan bahwa teori peran itu untuk melihat interaksi sosial yang
dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya, artinya
teori peran itu dimaksudkan agar seseorang berperilaku sesuai dengan peran
yang ada pada dirinyalg. Menurut pendapat Katz dan Kahn bahwa teori peran
menekankan sifat individu sebagai aktor sosial yang mempelajari perilaku

sesuai dengan posisi yang ditempatinya dalam lingkungan masyarakat',

*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta:Universitas
Indonesia,1986),him.124

"Peran, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)online,diakses melalui
(https://kbbi.web.id/peran ,pada tanggal 02 September, 2020)

"Gartiria Hutami,Anis Chariri,Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap
Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah,Universitas Diponegoro,diakses
melalui( https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf ,pada tanggal 02 September, 2020)

' Catherina Rosally dan Yulius Jogi, Pengaruh Konflik Peran,Ketidak Jelasan Peran,
dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor, (32 Busisness Accounting Review, Vol.3,
No.2, Agustus 2015 hlm.31-40) hlm.32, diakses melalui
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dalam suatu masyarakat setiap orang tentunya memiliki suatu kedudukan
(status), kedudukan merupakan posisi seseorang di suatu masyarakat yang
terdapat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itulah yang disebut sebagai
pemegang peranan (role), sehingga sering disebut orang yang memiliki
kedudukan itu sebagai pemegang peran,karena kedudukan itu sendiri
merupakan wadah dari hak dan kewajiban®. Maka orang yang melaksanakan
hak dan kewajibannya itu adalah orang yang menjalankan peranannya. Peran

itu memiliki unsur-unsur, antara lain:

a. Peranan yang ideal
b. Peranan yang seharusnya
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.'

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka bisa disimpulkan
bahwa teori peran itu untuk melihat perilaku sesuai dengan posisi yang
ditempatinya di masyarakat maupun di lingkungan kerja, tentunya di
dalam penelitian ini berkaitan dengan peran yang ada di lingkungan kerja,
untuk melihat pelaksanaan atas kedudukan dari Balai Pemasyarakatan

yang diberikan oleh undang-undang.

2. Teori Sistem Pemasyarakatan
Jika berbicara tentang hukum pidana maka akan berbicara pula

mengenai sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sendiri baru

(http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/3847/3451, pada tanggal 25
Maret 2021)

°Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum,(Jakarta:Rajawali Pers),hlm.20

*'Ibid
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dikenal di Indonesia sejak tahun 1964 yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo,
S.H. yang kemudian konsep-konsep ini dikembangkan setelah
diadakannya konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Bandung.?
Hasil dari konferensi tersebut memunculkan 10 syarat dalam sistem
pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. syarat-syarat
tersebut antara lain:
a. Orang yang tersesat diayomi
b. Menjatuhi pidana bukan merupakan tindakan balas dendam
dari Negara
c. Tidak akan dicapainya tobat apabila melakukan penyiksaan
terhadap narapidana, melainkan dengan cara melakukan
bimbingan agar narapidana tobat
d. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang lebih
buruk dari sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan
e. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan,
narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak
boleh diasingkan
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana sifatnya tidak
boleh hanya untuk mengisi waktu
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila
h. Setiap orang adalah manusia, maka manusia harus
diperlakukan layaknya seperti manusia, walaupun orang

tersebut tersesat

2Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam  Sistem Hukum  Di
Indonesia,(Yogyakarta:Deepublish,2015),hlm.25
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1. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
j. Perlunya untuk mendirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan
baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-

. 23
pembinaan.

Sistem pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo tersebut dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari pidana penjara itu selain menimbulkan efek
jera karena telah merasakan penderitaan atas kehilangan kemerdekaan
bergerak juga memberikan bimbingan terhadap narapidana agar bertobat
dan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi apabila sudah kembali terjun
ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan
hukum pidana, sudah jelas bahwa sistem pemasyarakatan itu merupakan
saling terikat dalam melakukan penegakan hukum pidana, sehingga untuk
melaksanakan sistem pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep

pemidanaan yang ada.**
3. Teori Pemidanaan Relatif

Pidana merupakan suatu penderitaan atau hukuman yang ditujukan
kepada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang
sudah ditetapkan®, dalam melaksanakan pidana atau pemidanaan ada
beberapa teori dalam melaksanakan pemidanaan salah satunya adalah teori
pemidanaan relatif. Pemidanaan relatif itu bukan hanya untuk melakukan

pembalasan terhadap pelanggar undang-undang, tetapi pemidanaan relatif

3 Ibid

**Ibid. hlm.32

®Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana,(Yogyakarta:Cahaya Atma
Pustaka,2020),hlm.451
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itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memiliki manfaat bagi yang
bersangkutan, sehingga teori pemidanaan relatif ini sering disebut juga
sebagai teori tujuan (Utilitarian theory) yang disebut sebagai utilitarians
merupakan penganut pandangan teleologis yang mana penganut teori
teleologis ini melihat pidana itu sebagai sarana untuk mencapai
kemanfaatan bagi orang yang melakukan tindak pidana supaya menjadi
orang yang lebih baik lagi’®, tujuan dari pemidanaan dalam teori ini
dibedakan menjadi prevensi special dan prevensi general’’. Prevensi
special itu bertujuan untuk melakukan pencegahan agar terpidana tidak
melakukan tindak pidana lagi, sehingga tujuannya adalah agar terpidana
itu berubah menjadi lebih baik lagi agar dapat berguna dalam kehidupan
masyarakat, prevensi special ini juga sering disebut sebagai Reformation
atau Rehabilitation Theory, sedangkan prevensi general ini dimaksudkan
untuk mempengaruhi masyarakat pada umunya agar tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana, teori yang bertujuan
untuk mencegah orang agar tidak melakukan tindak pidana dikenal juga

dengan teori detterence™.
4. Teori Treatment

Suatu pemidanaan sebaiknya harus memiliki tujuan yang jelas
untuk apa diterapkan pola pemidanaan terhadap terpidana, sehingga kelak

hasilnya dapat maksimal untuk diri terpidana itu sendiri maupun untuk

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat,(Bandung:PT Alumni,2004),hlm.50

"Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,(Bandung:PT
Alumni,2010),hlm.17

* Ibid.,hlm.18
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masyarakat dan negara. Berkaitan dengan teori treatment ini bahwa
pemidanaan itu diberikan untuk memberikan tindakan (treatmen) dan
perbaikan (Rehabilitation) kepada pelaku kejahatan, karena pandangan
teori ini bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, orang yang sakit
agar ia dapat kembali berkegiatan seperti semula maka harus diberikan
suatu perawatan, begitu juga terhadap pelaku kejahatan apabila ia
diberikan tindakan (treatmen) yang berupa perawatan dan perbaikan
(rehabilitation) maka diharapkan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali
ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Aliran ini berpandapat bahwa
penjatuhan pidana itu dilakukan dengan cara melihat diri pelaku, bukan
melihat perbuatannya®’, karena paham treatment itu sendiri berdasarkan
atas filsafat pemidanaan determinisme bahwa seseorang melakukan tindak
pidana karena dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam dirinya sehingga
tidak memiliki kehendak bebas misalnya saja jiwa yang tidak normal,
selain itu juga dipengaruhi oleh faktor di luar diri pelaku itu sendiri seperti
faktor ekonomi,psikologi, sosiologi, dan geografis dari pelaku tindak

pidana®.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan
memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini memiliki
kekhususan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan di atas yang

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

 Marlina,Op. Cit.,hlm.59
% M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,(Jakarta:PT Rajagrafindo
Persada,2007),hlm.33
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Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi
Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran COVID-19, dan peraturan yang lain yang berkaitan dengan materi
penelitian skripsi ini, sehingga agar penelitian ini tidak meluas dalam
pembahasannya maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu hanya
membahas bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan (Dewasa) yang
mendapatkan program Asimilasi pada masa Pandemi COVID-19 dan apa saja
kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan
Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan yang mendapat program
asimilasi pada masa Pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ogan Komering

Ulu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam hal ini penelitian hukum adalah prosedur atau
cara yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum untuk memecahkan suatu
masalah tentang hukum dengan benar’'. Metode dalam penelitian ini dibedakan

dalam beberapa jenis,cara pendekatan,bahan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

Penelitian empiris ini sering juga disebut sebagai penelitian lapangan

'"M.Syamsudin,  Operasionalisasi ~ Penelitian — Hukum,(Jakarta:PT  RajaGrafindo
Persada,2007),hlm.22
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atau juga penelitian sosiologis. penelitian empiris atau lapangan yang
pertama kali diteliti adalah data sekunder, setelah itu melakukan
penelitian terhadap data primer’>. Pada metode penelitian ini penulis
menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum
yang tercatat, yang kemudian penulis melakukan identifikasi terhadap
bahan-bahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan
peraturan peruandang-undangan atau yang biasa disebut dengan Statue
Approach. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Amiruddin, bahwa
pendekatan peraturan perundang-undangan itu adalah pendekatan
dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan
dengan isu hukum yang sedang dihadapi®®. Berkaitan dengan hal ini
penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi
Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan lain yang

berkaitan dengan isu hukum terkini yang sedang diteliti.

2Soerjono Soekanto,Op. Cit,hlm.52
33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2018),hlm.164
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3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah

data primer dan data skunder.

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari

lapangan®®, dalam hal ini data diperoleh dari pegawai Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu

dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder, adalah data-data yang terdiri dari bahan-bahan

hukum:

1))

2)

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penelitian, adapun bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Masyarakat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi
dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
COVID-19.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.

3*Ibid.,hlm.51
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Misalnya buku-buku, hasil penelitian dari kalangan hukum
yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum
primer dan sekunder, misalnya kamus,surat kabar,
ensiklopedia.™

4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Ogan
Komering Ulu ( OKU), yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas I Ogan
Komering Ulu.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian ini dilakukan dengan langkah yakni turun langsung ke
lapangan, ada langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan
data ini yaitu:

1) Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa berkas-
berkas atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi atau
keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

2) Dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau bisa dengan

melakukan observasi’®.

Dalam hal ini yang dijadikan objek dalam memberikan informasi
yang terkait dengan penelitian ini adalah Pegawai Balai

Pemasyarakatan Kelas I Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

3 Ibid. him.25
M.Syamsudin,Op. Cit.,hlm.99
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b. Studi Dokumen atau pustaka, dilakukan dengan cara
mengumpulkan dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini penulis menetapkan populasi yaitu seluruh pegawai

Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Ogan Komering Ulu

(OKU), yang selanjutnya mengambil beberapa sampel dari populasi,

sampel itu sendiri adalah sebagian dari populasi’’. Maka dari itu

penulis mengambil beberapa sampel untuk diwawancarai mengenai

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembimbingan dan

Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang Mendapat Program

Asimilasi Pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan

Komering Ulu (OKU). Adapun yang diwawancarai terdiri dari:

a. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (KASUBSI BKD)

b. 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

c. Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU)

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara

mengelompokkan data secara rapi dan tersusun sistematis yang

sebelumnya diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Adapun pengolahan data pertama kali dilakukan terhadap data primer

yang merupakan data yang telah diperoleh saat penelitian, pengolahan

data primer dilakukan dengan cara editing, merupakan pengkoreksian

7). Supranto,Metode  Penelitian ~ Hukum  dan  Statistik,(Jakarta:PT ~ Rineka
Cipta,2003),hlm.204
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data apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian itu sudah
lengkap,benar, dan sesuai dengan permasalahan. Setelah melakukan
editing selanjutnya melakukan Reconstructing, yaitu menyusun ulang
data dengan berurutan sehingga data-data tersebut mudah untuk
dipahami, kemudian melakukan Systematizing, yaitu menempatkan
data secara sistematis berdasarkan urutan dalam permasalahan’®.

8. Analisis Data
Jika data-data tersebut telah tersusun, kemudian penulis melakukan
analisis data dengan menganalisis data secara kualitatif. Data kualitatif
itu adalah data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa,
cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, dalam pengolahan dan
analisis data kualitatif lebih memfokuskan pada proses penyimpulan
deduktif dan induktif *°. Setelah data-data tersebut dianalisis secara
sistematis sehingga dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data-
data tersebut.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola
berpikir deduktif, berpikir deduktif adalah metode berpikir dari hal

umum kemudian dihubungkan ke hal yang khusus.

3% Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum.(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2010),hlm.126
¥M.Syamsudin, Op.Cit., ,hlm.133
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H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri 4(empat) Bab yang saling berkaitan satu

dengan yang lain. Mengenai sistematika penulisan dari skripsi ini antara lain:

Bab 1 : Bab ini adalah pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang
menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,rumusan masalah, tujuan
penelitian dan manfaat penelitian,metode penelitian, dan sistematika dari

penulisan skripsi ini.

Bab II : Bab ini adalah tinjauan pustaka yang membahasa mengenai
peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan
terhadap klien pemasyarakatan yang mendapat program asimilasi pada masa

pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bab III: Bab ini membahas mengenai pokok-pokok dari permasalahan
dalam penelitian ini, yaitu peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan
pembimmbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang mendapat
program asimilasi pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten OKU, serta
kendala apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakasanakan
pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan pada masa pandemi

COVID-19.

Bab IV: Bab ini merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan

saran-saran dari penelitian ini.
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